PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 1997
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KEDUNGBANTENG
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGBANTENG
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Manimbang © &. bahwa pelaksanaan pengembangan pembangunan Kota
Kedungbantenyg lIbukota Kecamatan Kedungbanteng

per L dikelala, dimanfaatkan, dilindungi dan
dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan
kesejahteraan seluruh masyvarakat

b babwa  unbuk maksud tersebut  huruf a, maka perlu
adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota Kedungban-
teng [bukota Kecamatan Kedungbateng dengan
weda laman Rencana Detail Tata Ruang Kota seba-
gai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan
Fhang secara oplbimal, serasi, seimbang, terpadu,

— tertib, lestari dan berkelanjutan yang dapat
' mewludjudkan Kota Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi,
I'ndah dan Aman

<. bahwea sehubungan dengan hal-hal tersebut
huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan
Rencana Umum Tata Ruang Xota Kedungkbantengd
Thukota Kecamatan Kedungbanteng dengan kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota dalam bentuk
Peraturan Daerah

Mengingat o 1. Undang-undang Naomor 1% Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Dasrah-daerah Kabupateaen Dealam Ling-

kungan Propinsi Jawa Tengah

2. Undang-undang Nomor 5% Tahun 19260 tentang Peraturs

an Dasar Pokok-Pokok fgraria (Lembaran Megard
Republik Indonesia Tahun 1960 MNomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7204%)




4.

LG

L.

12.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 037 ):

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
(Lembaran Megasra Republik Indonesia Tahun
1980 Momor 8%, Tambahan Lembaran Megara Republik
Tnadonesia Nomor 3186 )

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pena-
Faan [Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Fahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 2501 );

Undana-undang  Nomor 23 Tahun 1997 tentanyg Penge-
Lolaan Lingkungean Hidup (LLembaran Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 )

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang

Jalan (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1985 Namor 37, Tambahan Lembaran Negara

Repulklik Indonesia MNomor I29% )

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang

Aanalisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Megara Republ ik Indonesia Tahun 19937 Nomor

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor A5387;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26&
fdua puluh enam) Daerah Tingkat 1T Percontohan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199%
romor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 2590):

Feratoran Menteri Dalam Negeri  Nomaor P Tahun
1987 tentanyg Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
1988 tentang Fetunjuk FPelaksanaan Feraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kot

Keputusan Menteri FPekerjaan Umum Nomor - &40/
KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor = 463/
KPTS/ 1991 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam
Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai
Jalan aArteri, Jalan Kolektor dan Jalan Lokal;




L4, Keputusan  Menteri Dalam  Negorid Nomor 84 Tahun
199% tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahang

1%, Instruksi ™Menteri Dalam ®Negeri Nomor 14 Tahun
1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di
Wilayah Perkotaan;

14, Peraturan Daerah Propinsi  Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah (Lembaran Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan,
Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pega-
wail Negeri Sipil sebagal Penyidik pada Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
' Tahun 198& Nomor % Seri D)

18, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1I
Banyumas MNMomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati 11 Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1I
Banyumas  Tahun 1995 Nomor 29 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
Banyumas Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola
Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1T Banvumas (lLembaran QDaerah Kabupaten
Dasrah Tingkat 11 Banyumas Tahun 1995 MNomor 3%
Seri 0D);

“0. Peraturan  Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT

Banyumnas Nomor & Tahun 1995 tentang Bangunan

. (Lembaran Daerah Kabupaten Dasrah Tingkat II
Banyumas Tahun 1995 Nomor 7 Seri D).

@ Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  Tingkat T1
Banyumas  HMomor 51 Tahun 19295% tentang Batas
Wilavah Kota Kedungbanteng (Lembaran Dasrah
Kabupaten Daerah Fingkat 11 Banyumas Tahun 199%
Homor 4 Seri D)

Dengan Persetuajuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 RBanyumas

MEMUTUSKA AN :

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
KEDUNGBANTENG IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGBANTENG
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yvang dimaksud dengan

a.
b.

e Oy

n.

a .

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Banyumas;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-
kat I1 Banyumas:

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
IT Banyumas;

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana
Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK-RDTRK
adalah Rencana pemanfaatan ruang kota lebih rinci yang
disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelak-
sanaan program-program pembangunan kota;

Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan Pemanfaatan
Ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;

Blok Lingkungan Kota yang selanjutnya disebut BLK adalah satu
kesatuan wilayah dari kota vyang bersangkutan yang merupakan
wilayah vyang terbentuk secara fungsional atau administrasi
dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum
kota;

sub Blok Lingkungan vang selanjutnya disebut SBL adalah satu
kesatuan wilayvah dari kota yang bersangkutan yang merupakan
wilayah vang terbentuk secara fungsional atau administratip
dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum
kota dengan tujuan pemanfaatan ruangnyas

Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan Jjalan;
Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan
sungai; A
Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan
saluran;

Garis Sempadan Bangunan adalah garis vyang diatasnya atau
sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan;

Koefisien Dasar Bangunan yvang selanjutnya disebut KDE adalah
bilangan pokok atas perbandingan antara luas total lantai
bangunan dan luas persil;

Koefisien Lantai Bangunan vang selanjutnya disebut KLB adalah
angka perbandingan antara jumlah total lantai bangunan terha-
dap luas persil.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RUTRK ~ RDTRK didasarkan atas azas :
penmanfaatan ruang bagi Semua kepentingan secara terpadu,
berdava guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan serta dapat mewujudkan kota Sejahtera, Adil,

b.

Tertib, Rapi, Indah dan Aman

b

keterbukaan, persamaan, Keadilan dan perlindungan hukum.




Pasal 3

RUTRK~RDTRK dimaksudkan sebagail landasan hukum dan pedoman yang
mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat T,
Pemerintah Daerah Tingkat II dan masvarakat dalam memanfaatkan
ruang kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 4

RUTRK-~RDTRK bertujuan :

a. meningkatkan peranan kota dalam pelavanan vang lebih luas agar
mampu  berfungsi sebagsai pusat pembangunan dalam suatu sistem
pengembangan wilayah ;

b, terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan vang
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

c. terselenggaranva pengaturan pemanfaatan ruang kKawasan lindung
dan kawasan budidava

d. tercapainya pemanfaatan ruang yvang berkual itas untuk

1) mewujudkan perlindungan fungsi rUEng dan mencegah
saerta menanggulangl dampak negatif terhadap lingkungan.
2 mewnjudkan Kesedmbanagan Fepantingan kesejahteraan

dan kKeamanan.
BAB III
KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal S

Kedudukan RUTRK~RDTRK adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang
Wilayvah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas dan Pola Dasar
Pembangunan Daerah Tingkat 11 Banvumas vang menjadi dasar per-
timbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota.

i
¢

Pasal 6

ki

(1) Wilayah Perencanaan RUTRK -~ RDTRK Kedungbanteng mencakup

3 (tiga) Desa, dengan luas 234,250 Ha, yvaitu :
a. Desa Kedungbanteng seluas 127,450 Ha (seluruh) :
b. Desa Keniten seluas 69,600 Ha (sebagian)

c. Desa Dawuhan Wetan seluas 37,200 Ha (sebagian).

(2) Batas-batas wilavah perencanaan yvang dimaksud ayat (1) Pasal
ini adalah :

Sebelah Utara @ -~ Jalan Proklamasi
Gang Totogan ditarik lurus  Ke Timur
melewati Sungal Cangkok sampai dengan
Sungail Gandarusa.

Sebelah Timur o Mengikuti o Sungalil Gandarusa sampai batas
administrasi desa Kedungbanteng dengan desa
Kebocaoran.

Sebelah Selatan @ Batas administrasi desa Kedungbanteng Ke-
camatan Kedungbanteng dengan Desa Pasir Lor
dan Desa Pasir Kulon.




Sebelah Barat s Batas administrasi  desa  Kedungbanteng Ke-
camatan Kedungbanteng dengan desa Jipang
Kecamatan Karanglewas dan Sungail Cangkok ke
Utara mengikuti Sungai Dawuhan sampal Jalan
Froklamasi .

BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama
Penetapan Peranan dan Fungsi Kota
Pasal 7

Peranan dan fungsi kota Kedungbanteng dalam Daerah adalah seba-~

gai =

a. Pusat Pemerintahan Kecamatan dengan wilayah pelayvanan adalah
Kecamatan Kedungbanteng

b. Pusat Perekonomian oi tingkat Kecamatan.

Pasal 8

Fungsi Kota Kedungbanteng dalam Daerah adalah sebagai:
a. Pusat Pelavanan Pemerintahan Kecamatan

b. Pusat Pelayanan Pendidikan ;

c. Pusat Pelavanan Perdagangan

d. Pusat Pelayanan Sosial.

Bagian Kédua

Perwilayahan Kota

Pasal 9
Wilayvah DPercncanaasn ota Kedungbanteny  soebagaimana dimalksucl
dalam Pasal & Peraturan Daerah ini, dibagi dalam dua BLK dan

setiap BLK dibagl menjadi dua SBL vang ditetapkan sebagail beri-
kut: =

a. BLK I terdiri dari :
=~ SEL 1 seluas GEL,000 Ha .
~ SBEL. 2 seluas h9, 450  Ha.

b. BLK TI terdiri dari :
~ SBL 3 seluas 69,600 Ha.
~ SBL 4 seluas B7,200  Ha.

Pasal 10
Peta pembagian wilavah sebagaimana dimaksud dalam Pasal <

Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran 1, merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

™




Bagian Ketiga
Perkiraan Jumlah dan Persebaran Penduduk
Pasal 11

A et Preinbucboks Koboo Kedhimegban beang el e i aloarn pracha akhir

015 adalab sejumlan 12,296 Jiwa.

Pasal 12

sagal berikut:

dimasing-masing SBL diperkirakan
: ST EE L, D00 Ma ole kepadatan 150 arg/Ha

fo s 2,450 Ha ol & kKepadatan 100 orgfHa
[ A A, 600 Ma daengan Kepadatan 100 org/MHa

A7 ,200 Ha dengan kepadatan 50 org/Hea.

Pasal 13

0 pres rpchct o b ebadgaimana dimaksoo dalam e

1 Peraturan

an  vang  tidak terpisahkan

ini .

Bagian Keempat
Struktur Pemanfaatan Ruang Kota
Pasal 14

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud  dalam pasal &,
faatannya ditetapkan sebagai beirikut

LmE b
rlantoran

. Kea Il &
.
o

S

e o
M

Kawa

Shkala Kot
Me o
Ha
Ma
o
Ha

o sosial Skala Lingkungan

Heaooy
M

5

Fos MHansip/Balal per bemuan "
Farkir Tingkungan dan MOk 5

e, | san Iondustr i Rumah Tangga 5
. K an Jdaringsn Jdalan 5
oo Bawaman Daseabs Campuran i

b Kawasan Lahan Cadangan can oo Gerbdas bl e

Muang hidan Pertanian Ma g
Hea o
e 2

Fuaing oo Pemalamean

Fuang hidau Sempadan Sungai

Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 2,

tahiun

baran  jumlah  penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 11,

Ceaerah

DS ma, -




Ruang hijau Sempadan KA ' 0,71 Ha
Ruang hijau lainnya 21,35 Ma.

Pasal 15

Femanfaatan ruang kota sebagaimana dimakszud dalam Pasal 14
Peraturan Daerah ini, dalam setiap SBL ditetapkan sebagail beri-
kut

a. SBLO1L
1. Perumahan 11,7 Ha
Z2. Perkantaran 0,2 Ha
3. Fasilitas Sosial Skala Kota :
~ Ibadah 0,4 Ha
- Kesaehatan 0,3% Ha
- Bongkar muat 0,3 Ha
Pasar/perdagangan 1,15% Ha 3
= Pendidikan 1,81 Ha
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan 1[I =
~ Ibadah 50,03 Ha
' ~ Pendidikan 0,90 Ha
~ Perdagangan 0,72 Ha
Taman 1inakungan 0,12 Ha 3
= Pos Hansip/Balal pertemuan 0,03 Ha
< Parkir lingkungan dan MCK 0,01l Ha
5. Industri Rumah Tangga 0,% Ha
&. Jaringan Jalan 17,00 Ha
7. Daerah Campuran SH,8  Ha g
8. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau :
- Ruang hijau Pertanian 20,40 Ha
~ Ruang hijau Pemakaman 1,37 Ha
~ Ruang hijau Sempadan sungai 1,463 Ha
=~ Ruang hijau Sempadan KA 0,71 Ha ;
~ Ruang hijau lainnya 1,89 Ha.

b, SBL 2

L. Perumahan 10,38 Ha
‘ 2. Perkantoran 0,3 Ha
3. Fasilitas Sosial Skala Kota :

¢
H

Ibadah - Ha
Kesehatan 0,07 Ha
~ Bongkar muat - Ha &
~ Pasar/perdagangan 0,12 Ha
= Pendidikan - Ma
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan 11
Ibadah 0,0%  Ha
~ Pendidikan 0,51 Ha
= Perdagangan 0,09  HMa
= Taman lingkungan 0,12 Ha
~ Pos Hansip/Balai pertemuan 0,03 Ha
=~ Parkir lingkungan dan MCK 0,01 Ha
5. Industri Rumah Tangga - Ha 3
6. Jaringan Jalan- 11,95 Ha
7. Daerah Campuran 5,90 HMa
8. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau
-~ Ruang hijau Pertanian 17,84 Ha
= Ruang hijaud Pemakaman 0,50 Ha
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au Sempadan Sungai — Ha 3
sempadan KA - Ha

Al S

Ruang hi
= Ruang hi
FRuang hijau lainnya 11,6 HMa .

N

c. SBlL, 3

Fos)
W

1. Ferumahain 18,87 Ha
2 Perkantoran Ma
L. TFasilibas Sosial Skala Kota
[bacdah Ha
Kesehatan : 0,03 Ha 3
Bongkar muat: - Ha
Pasar/perdacangan 0,24 Ha 3
Pendidikan 1,81 Ha
4. Fasilitas Sosial skala Lingkungan [T
~ Ibadah 0,06 Ha
= Pendidikan 1,29 Ha
~ Perdagangan 0,18 Ha
= Taman lingkungan 0,13 Ha ;
- Pos Hansip/Balail pertemuan 0,0% Ha
’ = Parkir Lingkungan dan MCK 0,01 Ha
5. Industri Rumah Tangga 0,3 Ha
&, Jaringan Jalan 135,92  Ha
Y. Daerah Campuran &,90 MHa oy
5. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijou
~ Ruang hijau Pertanian 20, 88
Ruang hijau Pemakaman O, 50
Ruarg Ml dan Sempadan Sungai 7,9 Ha
Ruang hijau Sempadan KA v Ha 3
-~ Ruang hijau lainnya 1.5

/
o
e
=
o
x

d.8BL 4

1. Perumahan 13,02 Ha
2. Perkantoran e Ha
X, Fasilitas Sosial Skala Kota

~ Ibadah - Ha
‘ -~ Keaesehatan 0,08 Ha 3
-~ Bongkar muat - Ha
~ Pasar/perdagangan 0,24 Ha
~ Pandiadikan - Ma
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan I1 =
IThadah 0,06 Ha 3
Pendidikan 1,29 Ha
~ Perdagangan 0,17 Ha 3
=~ Taman lingkungan 0,12 Ha
~ Pos Hansip/Balail pertemuan 0,0% Ha
=~ Parkir lingkungan dan MOK O,0L  Ha g

i

i

5. Industri Rumah Tangga 0,3 el
& Jdaringan Jalan oA Ha oo

aerah Campuran v e | Ma 5
ahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau

-~ Ruang hijau Pertanian x,7 MHa 3
~ Ruang hijau Pemakaman 5 MHa
~ Ruang hijau Semnpadan Sungai 1,75% Ha
~ Ruang hijau Sempadan Ko = Hea
~ Ruang hijau lainnya &,31 Ha.

0~
- o L

E¥1

o1




Cleahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

el i

a. SBL
1.
2.
i 4
s

<

b

SBL

e
STCIRD]

14

1

Ruang
Ruang
Fuarng
Ruang
Ruang

o~y
L

Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal

ot

hijau
Fiijeau
hijau
hijau
hijau

Bagian Kelima

Pasal 16

15 Paraturan Daarah

Pertanian
Paemakaman
Sempadan Sungai
Sempadan KA
lainnya

ini, ditetapkan setiap SBL

20,40 Ha

1,37 Ha
1,83 MHa
0,71 Ha
1,89 Ha.

1. Ruang hijau Pertanian 17,84 Ha ;
2. Ruang hijau Pemakaman 0,50 Ha
3. Ruang hijau lainnya 11,60 Ha.
c. SBL 3
1. Ruang hijau Pertanian 20,88 Ha 3
2. Ruang hijau Pemakaman 0,50 Ha ;
. Ruang hijau Sempadsan Sungal 2,90 Ha
4. Ruang hijau lainnya 1.,5% Ha.
d. SLE 4
1. Ruang hijau Pertanian 5,70 Ha
2. Ruang hijau Sempadan Sungai 1,7% Ha
4. Ruang hijau lainnya 4,31 Ha.

Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam
FPasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan 0Daerah ini, dimuat
dalam lampiran 3, merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam
Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 18

Fasilitas
sebagaimana

Jenjandg
dimaksud

pertama kota
dalam Pasal 7

sesual peran dan fungsinva
dan Pasal 8 Peraturan Daerah

ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Perkantoran berada odi SBL L, 2 3

b. Perdagangan berada di SBL 1, 2, % dan 4
c¢. Pendidikan berada di SBI. 1, 2, dan 3 ;

10




d. Kesehatan berada di SBL L, 2, 3 dan 4
&. Ruang terbuka berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

Pasal 19

Fasilitas Jjenjang kedua kota sesuai dengan peran dan fungsinya
ditetapkan sebagai berikut :

a. Perdagangan . berada oi
b. Pendidikan berada i
c. Olah Raga/ ruang terbuka berada di

0
o3
hoacd

3 dan 4
2, & dan 4
2, 3 dan 4.

W W
R
s b

=

Pasal 20

Peta penvebaran fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan
Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 4, merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistim Utama Transportasi
Pasal 21

Jaringan transportasi jalan di kota terdiri dari beberapa Jjalan

dengan lebar minimeal sebagal berikut

.o Jalan  Kololkbor % dari %{c@«Jlerkllazatw teng - Kebocoran dengan lebar
L5 mo;

b. Jalan lokal Primer dari Kedungbanteng ~ Keniten dengan lebar
1O my

c. Jalan lokal sekunder dari Kedungbanteng ~ Dawuhan Wetan dengan
lebar & m.

Pasal 22

Terminal angkutan jalan ditetapkan sebagai berikut :
a. tempat bongkar muat barang berada oi Sl 1 B

b. tempat pemberhentian angkutan dalam kota berada di SBL 4.
Pasal 23

Peta rencana  sistim utama transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 dan Pasal 272 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam
lampiran S5, merudpakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Dasral ini.

Bagian Kedelapan
Sistim Utama Jaringan Utilitas
Pasal 24

Jaringan utilitas meliputi jaringan air bersih, jaringan telepon,

Jaringan listrik, Jaringan air hujan | Jaringan air limbah,
persampahan dan hidrant.




Pasal 25

Sistim Jaringan air bersih ditetapkan sebagal berikut

a. Jaringan primer melaluil jalan Kedungbenteng - Karanglewas;

b. Jaringan sekunder melalui jalan Kedungbanteng - Kebocoran dan
Kedungbanteng - Karanglewas, menyebar diselurub ruas Jalan.

Pasal 26

(1) Sistim jaringan telepon ditetapkan sebagal berikut @
a. Jaringan primerr melalui Jalan Kedungbanteng -~ Karangle-
Was ;
b. Jaringan sekunder melalul jalan Kedungbanteng ~ Kebocoran
dan Kedungbanteng - Karanglewas, menvebar diseluruh ruas
Jalan.

(2) Bangunan pengelolaan  jaringan telepon ditetapkan sebagai
berikut :
a. Stasiun Telepon Otomat berada di SBL 1
b. Rumah Kabel dan Catuan Distribusi berada  di SBL 1, 2, %
dan a4
. Wartel Kiostel berada o1 SBL 1, 2, 3 dan 4.

Pasal 27

(1) sistim Jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut
. Jaringan primer melalui Jalan Kedungbantenyg - Karangle-
WS g
b Jaringan sekonder melalui jalan Kedungbanteng - Kebocoran
dan Kedungbantaeng - Keniten, menyvebar diseluruh ruas
Jalan.

(2 Bangunan pengelolaan Jaringan listrik ditetapkan Gardu
distribusi berada di SBL 1, 2, 2 dan 4.

Pasal 28

Sistim pembuangan air hujan ditetapkan saebagal berikut

a. saluran primer melalui ruas jalan Kedungbanteng-~Karanglewas 2

b. saluran sekunder melalul ruas jalan Kedungbanteng -~ Kebocoran
dan Kedungbanteng - Keniten, menyebar diszelurubh ruas Jalan.

Pasal 29

Sistim pembuangsn air limbah ditetapkan s bagal  berikut:

a. saluran primer malalul ruas Jalan Kedungbanteng-Karanglewas 3

b. saluran sekunder melalui Jalan Kedungbanteng -~ Kebocoran dan
Kedungbarn

eng - Keniten, menyvebar diselurub ruas jalan.
Pasal 30

Sistim pengelolaan s

ampah ditetapkan i Tempat Pengumpul Sementa-

ra berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.




Pasal 31
Perletakan hidrant ditetapkan sebagail berikut
8. Hidrant Umum berada di SBL 1, 2, 2 dan 4 ;
b. Hidrant kebakaran berada Jdi SBL 1, 2, 3 dan 4.
Pasal 32
Peta «istim Jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Z24 sampail dengan Pasal 31 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lam-
piran &, 7, 8, 9 dan 10 merupakan bagian wvang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesembilan
Pengembangan Pemanfaatan Air Baku
Pasal 33
Alr baku meliputi air permukaan, air tanah dangkal, air tanah
dalam dan mata air.
Pasal 34
Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan sistim
penyediaan air bersih serta mempertimbangkan kelestarian 1ing~
kKungan dan sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku.
Bagian Kesepuluh
Kepadatan Bangunan

Pasal 35

(1) Kepadatan maksimal bangunan ditetapkan dengan pembatasan
Koefisien Dasar Bangunan (XKDB) pada setiap SBL peruntukan M

(2) Setiap Blok dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan .

Pasal 36
1. SBL 1 dengan peruntukan
a. Perumahan KOB ditetapkan 40 % -~ &0 %
b. Perkantoran KDB ditetapkan 50 % —- 60 %
c. Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 50 % -~ 60 %
d. Pendidikan KDB ditetapkan 50 % -~ 60 %3
e. Kesehatan KOB ditetapkan 50 & -~ 60 %
f. Peribadatan KOB ditetapkan 50 % - 60 %
2. SBL 2 dengan peruntukan
éa. Perumahan KDOB ditetapkan 40 % HO %y
b. Perkantoran KDB ditetapkan 50 % 60 %y
c. Perdagangan dan Jasa KDOB ditetapkan 50 % &0 %
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o, Pendidikan KD ditetapkan 50 % &0 %y
e. Kesehatan KDB ditetapkan 50 2 ~ 60 %
f. Peribadatan KDB ditetapkan 50 % - 60 %3
SBL. 3 dengan peruntukan

. Perumahan KDB ditetapkan 40 % - 60 %
b. Perkantoran KDB ditetapkan 50 % - 60 %
Cc. Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 50 % ~ 60 %3
d. Pendidikan KDB ditetapkan 50 % ~ &0 %
@. Kesehatan KDOB ditetapkan 50 % ~ &0 %
. Peribadatan KDEB di tetapkan 50 % 60 %y
SBL. 4 dendgan peruntukan

. Perumabian KDOB ditetapkan 40 2 a0 %
L. Perkantoran KOB ditetapkan 50 % - &0 %y
c. Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 50 3 - 60 %3
d. Pendidikan KDB ditetapkan 50 2 -~ 60 %
. Kesehatan KDOB ditetapkan 50 % &0 %
f. Peribadatan KDB ditetapkan 50 % ~ 60 %3
g. Perindustrian KDB ditetapkan 50 % ~ &0 %3

Pasal 37

FPeta kKepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan
Pasal 36 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 11, merupa-

kan

(1)

(2)

(1)

(2)

bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesebelas

Ketinggian Bangunan

Pasal 38
Ketinggian Bangunan ditetapkan dengan  Jjumlah luas lantai
bangunan, Jumlah maksimun  dan mirimum lantai bangunan
untuk setiap SREL .
Ketinggian bangunan juga ditetapkan sesual dengan lebar
rencana jaringan jalan.

Pasal 39

Ketinggian bangunan di SBL 1 ditetapkan dengan KLB sebesar
1,8, maksimum 3 lantail dengan ketinggian maksimum 12 m.

Ketinggian bangunan di $BlL. 2 ditetapkan dengan KLB sebesar
1,2, maksimum 2 lantai dengan ketinggian maksimum 12 m.

Ketinggian bangunan di SBL 3 ditetapkan dengan KLB sebesar
1,2, maksimum 2 lantai dengan ketinggian maksimum 10 m.

Ketinggian bangunan di $BL 4 ditetapkan dengan KILLE sebesar
O,4, maksimum 1 lantai dengan ketinggian maksimum 8 m.
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Pasal 40

Peta KkKetinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38§
dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini, dan dimuat dalam lampiran 12,
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Bagian Keduabelas
Garis Sempadan
Pasal 41

Penetapan garis sempadan, terdiri dari
a. Garis Sempadan Jalan ;

b. Garis Sempadan Bangunan

c. Garis Sempadan Sungai

d. Garis Sempadan Saluran.

€. Garis Sempadan Pagar .

Pasal 42
(1) Garis sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan)

masing-mazing dihitung dari as jalan ditetapkan sebagai
berikut -

a. Jalan Kolektor 3 dari Kedungbanteng - Kebocoran dengan
lebar =z 15 m 3
b. Jalan lokal Primer dari Kedungbateng -~ Keniten dengan

lebar 2 10 m:
c. Jalan lokal Sekunder (dalam kota) dengan lebar 2 & m.

(2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan vang berbatasan
dengan persil tetangga, ditetapkan sebagai berikut :
a. untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berhim-
pit atau apabila bertingkat berjarak minimal 1,5 m.
b, untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 2 lantai
dapat berhimpit.

Pasal 43
Garis Sempadan Sungal Gandarusa dan Cangkok ditetapkan 15 m
diukur dari tepi Sungai .

Pasal 44
Garis Sempadan Saluran Cangkok dan MNgasinan, untuk pagar

ditetapkan 1 meter diukur dari kaki luar tanggul .

Pasal 45
Garis Sempadan Saluran Cangkok dan Ngasinan, untuk bangunan
ditetapkan 2 meter diukur dari kaki luar tanggul .




S

Pasal 46

(1) Khusus untuk Garis Sempadan Bangunan perdagangan dan jasa
serta bangunan industri dan pergudangan ditetapkan lebih
besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
sampail dengan Pasal 4%, dimuat dalam lampiran 13, merupa-
kan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Pada Kawasan berkepadatan bangunan tinggi, Garis Sempadan
Bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berhimpit

dengan garis sempadan tidak setelah mempertimbangkan faktor
parkir kKendaraan.
Bagian Tigabelas
Indikasi Unit Pelayanan Kota
Pasal 47
Indikasi unit pelavanan kota dimuat dalam lampiran 14, merupakan
bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V
JANGKA WAKTU RENCANA KOTA
Pasal 48

(1) Jangka wa k't RUTRK~ROTRK Kedungbanteng adalan 20 (dua
puluh) tahun.

(2) RUTRK-RDTRK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun
untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan kKeadaan.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini di-
tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 49
RUTRK-RDTRK Kedungbanteng bersifat terbuka untuk umum dan ditem-

patkan di kantor Femerintah Daerah dan tempat-tempat wvang mudah
dilihat oleh masvarakat .

Pasal 50

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengena i RUTRK -
ROTRK Kedunabanteng secara tepat dan mudah.




BAB VI
RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA
Bagién Pertama
Penanganan Lingkungan Kota

Pasal 51

Penanganan 1ingkungan kota ditetapkan setiap il.nyva sebagal
el kit
d . Banguingn
1. Bangunan baru  wvang akan dibangun berada odi SBL 1, 2, 3
dan 4

Fraranan WE alkan ditingkatkan beradsa oi SBL 1, 2, 3

Ao 4,

. Jairingan Talan  wang  akan Jditingkatkan berada di SBL 1, 2, 3

acderin A

C.oJaringan ubilitas
L. Jaringan utilitas baru yang akan dibangun meliputi
o SBL 1, 2, 3 dan 4;

b Jaringan belspon beracs SELL L, 2, 35 dan <.

a1 Jaringan  ailr bersih berac

2. Jaringan utilitas wang akan ditingkatkan meliputi Jaringan
listrik berada Jdi SBL 1, 2, 3 dan 4.

Bagian kedua
Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 52

Taheap pelaksanasn pembangunan ol Kota  Redungbant adalah

sebagal barikub

a. Tahap 1 dar i tabiun 1996 s/d
b. Tahap 1T dari tahun OO 001 s d
c. Tahap TTL dari tahon 20055200

. Tahap IV dard ftahun @010 20010 @

Pasal 53
Peryvusunan pelalsarnadan progran: o r o @En ' [ 1 @ b o
diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masvarakat
luas harus berad irkan pada pokok-pokok kebijasksanaan sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 14 sampal dengan Pasal 50 Peraturan Dasrah
ini.

ahe wang

Pasal 54

Peta pentahapan panbangunan tahunan sebagaimana dimaksuud dalam
Pasal 52, § cdan RPasal 54 Peraturan Daerah ini, dimuat
dalam lampiran 1%a, 15k, 15%c dan L5d, merupakan baglian vang tidak

terpisahkan dari  Peraturan Daerah ini.




Bagian Ketiga
Penjelasan Rencana

Pasal 55

Buku RUTREK-RDTRK  Kedungbanteng dan Album Peta Kedungbanteng
merupakan penjelasan vang lebih rinci dan merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 56

Paengawasan dan pengendalian RUTRK-RDTRK gunsa menjamin tercapainys
maksud dan btujuan rencans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Dasrah ini, dilakukan oleh Bupati Kepala Daer-

ah.

(1)

Pasal 57

Faengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk
pemantadan, pelaporan dan evaluasi.

Pengendal ian pemanfaatan ruang oilakukan dalam bentuk peri-
Jinan sesual dengan kewenanganh vang ada pada Pemerintah
Daerah.

FPerngawasan dan  pencegahan segala kegiatan pembangunan/
pemanfaatan wvang tidak sesuail dengan Peraturan Daerah ini
menjadi wewenang Camal atau Instansi setempat VEaNg berwe-

Nang, dalam waktu selambat-lambatnya 3 % 24 Jjam waiib
melapor  kKepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas  Teknis  yang
dituniuk.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 58
Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang sebagaimana ditetap-s
kan dalam Pasal 14 sampal dengan pasal 50 Peraturan Daerah
ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya % (tiga) bulan

atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,~ (lima puluh ribu
rupiahl.

Selain tindak pidana sebagaimana disebut dalam ayat (1)
Pasal ini, tindak pidana vyang mengakibatkan perusakan dan
pencemaran lingkungan diancam pidana sesuail dengan peraturan
perundangan vang berlaku.




(3)

(1)

(2)

(1)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayvat (1) Pasal
ini, adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 59

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Paraturan
Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil atau disingkat PPNS dilingkungan Pemerintah 0Daerah,
vang pengangkatannya sesual  dengan peraturan  perundangan
vang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawal

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal iIni

berwenang

a. menerima  laporan  atau  pengaduan dari  seseorang tentang
adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat ity di tempat ke
jadian serta maelakukan pemeriksanaan

c. menyuruh  berhenti seoranyg  tersangka dan  memeriksa tanda
pengaenal diri tersangka

d. melakukan penyvitaan benda atau surat

e. mengambil sidik Jari dan memotret tersangka

. memangg: eorang untuk  didengar dan diperiksa sebagalil
tersangka atau saksi g

o, mendatanglan  orang ahli o vang diperlukan  dalam hubungan
dengan pemaeriksaan perkara

b menghentikan  penyvidikan setelah mendapat petunjuk dari
penunt it umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peris-
tiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjut-
fva melaluld panyidik  umuam memberitahukan hal tersebut

Fepada penuntat umonm,  tersangka atan keluarganya g
ioomengadakan  tindakan lain menurob hukum  yvang dapat diper-

tanagaungd awallan .

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai
Megari Sipil sebagaimana dimaksud  dalam  avat (1) Pasal ini

wajib me-ngadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan berlakunya  Peraturan Daerah  ini, maka kegiatan wang
Lelah ditbtetapkan dan kKeberadaannyea tidak sesuail  dengan
Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Kedungbateng Ibukota
Kecamatan Kedungbatenyg dengan kedalaman Rencana Detail
Tata Ruang Kota, dapat diteruskan sepanjang tidak menggang-
gu fungsi peruntukan ruang.




Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 -
Agustus 1998 Nomor : 188.3/189/1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Banyumas Nomor 7 Tanggal 17 September 1998 Seri : D

NIZP : 500 034 842




(2) Dalam hal kegiatan vyang telah ada dan dinilai mengganggu

fungsi peruntukan ruland., hﬂlU% saegera dicegah dan atau

dipindahkan ketempat yanq sesuai dengan peruntukannya
"selambat-lambatnya tiga tahun- sejak diundangkannya - Per-

aturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
D&ngaa berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketaentuan

vang mengatur mengenal RUTRK- RDTRK Kedungbanteng yang bertentan-
gan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 62

Peraturan Dasrab ini mulai berlskuy pads tanggal diundangkan.

fgar  setiap  orang gapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dangan Paraturan Dacrah ini dengan penempatannva dalam lLembaran

Dacrah Kabupaten Daszrah Tingkat 11 Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 1997

PEN, DATI II BANYUMAS
\_RETUA,

/
f

@:\perda\ked-pat
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1.

IT.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 1997
TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KEDUNGBANTENG
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGBANTENG
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

PENJELASAN UMUM

Kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
(RTRWP), menetapkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
mas masuk dalam Wilayvah Pengembangan (WP) IV dengan pusatnya
di Kota Cilacap. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas dalam Rencana Tata Ruang Wilayvah (RTRW), menetapkan
bahwa Kota Kedungbanteng masuk dalam Sub Wilayah Pembangunan
(SWP) I dengan fngsi dan peranan sebagal pusat pelayanan
perdagangan, pendidikan dan Pemerintahan Kecamatan.

Pertumbuhan dan pengembangan kota-kota vang begitu
pesat vang selalu diikuti pula dengan timbulnya masalah, baik
vang bersifat regional, sektoral dan lintas sektoral, rumusan
rencana yvang sudah berupa penyiapan ruang dan alat pengendali
pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan program pem-
bangunan bukan lagi sekedar arahan, tetapi secara teknis
sudah merupakan kebijaksanaan vyvang kKongkrit sehingga dalam
rangka mengatur dan mengembangkan fisik kota Kedungbanteng
Ibukota Kecamatan Kedungbanteng sebagail pusat Pemerintahan
dan Perdagangan diperlukan pedoman berupa Rencana Umum Tata
Ruang Kota Kedungbanteng Ibukota Kecamatan Kedungbanteng
dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota bagl semua
kegiatan kota vyang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan
aman dengan berwawasan lingkungan dalam memanfaatkan ruang
kota secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 » Pasal ini menjeleskan mengenai
ketentuan Umum dengan maksud agar
terjadi persamaan penafsiran
terhadap beberapa istilah yang
digunakan dalam Peraturan Daerah
ini.

Peasal 7 s/d  Pasal L3 : Cukup jelas.

Pasal 14 huruf a s/d f s Cukup Jelas.
Pasal 14 huruf g » Yang dimaksud dengan Daerah Campur

an adalah penggunaan suatu lokKasi
dimana peruntukan satu dengan
lainnya saling mendukung, misalnya
perkantoran dan perdagangan.

Pasal 15 s/d Pasasl 48

i

Cukup jelas.




Pasal 49 = Dokumen Rencana Umum Tata Ruang
Kota Patikraja Ibukota Kecamatan
Kedungbanteng dengan Kedalaman
Rencana Detil Tata Ruang Kota
ditempatkan di Kantor—-kantor
Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-
kat IT Ranyumas, meliputi @ Baagan
Perencana Pembangunan Daerah,
Kantor Kecamatan Kedungbanteng,
Dess Kedungbanteng, Desa Keniten
dan Desa Dawuhan Wetan.

5 s Cukup Jelas.

Pasal B0 /0

Pasal 55 s Buku  Rencand Umum Tata Ruang
Kota Kedungbanteng Ibukota Kecama-
tan Kedungbanteng dengan kKedalaman
Rencana Datsil Tata Ruang kota
Ferdiri dori Dokua Kompilasi Data,

analisis Data dan Rencana.

Pasal %6 =/d Passl &2 o Cukup Jelas.




